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MENERIMA LHP- Gubernur Sumbar Mahyeldi.

LHP Kinerja dan PDTT KepatLi[an Pemefintah
Sumatera Barat.

bersama Ketua DPRD Sumbar Supardi menerima
Provinsi Sumatera Barat dari BPK Rl Perwakilan
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Gubernur dan Ketua DPRD Surnbar
Terima LHP PDTT Kepatuhan
Belanja Daer ah2023 dari BPK

PADANG, MTERO
Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat menerima
Laporan Hasil Pernerik-
saan (LHP) atas Pernerik-
saan Dengan Tujuan Ter-
terrru (PDTT) meliputi LHP
Kepatuhan Belanja Daerah
semester ll Tahun Angga-
ran2023 dari Badan Pemer-
iksaan Keuangan (BPK)
Republik Indonesia (RI)'
Perwakilan Provinsi Sumat-
era Barat.

Penyerahan LHP Kiner-
ja Dan. "DTT Kepatuhan
Pemeriirtah Provinsi Su-
matera Barat tersebut ber-
tempat di Kantor BPK RI
Perwakilan Sumatera Bar-
at Jl. Khatib Sulaiman Pa-
dang. Diberikan langsung
oleh Kepala BPK RI Perwak-
ilan,Sumbar, Arif Agus ke-
pada. Gubernur Sumatera
Barat Mahyeldi Ansharul-
Iah dan Ketua DPRD Sum-

ma proses pemeriksaan
Hurit p.-u'riksaan diha-
rapkan memberikan man-
faat bagi peningkatan tran-
sparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuan-
gan di Provinsi Sumatera
barat.

Gubernur Sumbar,
Mahyeldi Ansharullah me-
ngucapkan terimakasih ke-
pada BPK RI Perwakilan
Sumbar yang telgh men-
jalankan tugas dan tang-
gung jawabnya dengan
baik serta berintegrasi, in-
dependen dan profesional.

"Melalui Rekomendasi
hasil pemgriksaan BPK ,
Pemerintah daerah diha-
rapkan dapat rnembuat
dan melaksanakan perbai-
kan kefijakan yang tepat
sasaran," ungkapnya.

KetuaDPRDSumbar Su-

lardi,'-se-Iain menyampai-

kan terima kasih kepada
BPK Rl Perwakilan Sumbar,
dia juga mengatakan bah-
wa LFIP ini tentu akan men-
jadi petunjuk bagi pemerin-
tah daerah untuk melaku-
kan perbaikan dan penyem-
pumaan guna mencapa-i ki-
nerja yang lebih baik di masa
yang akern datang.

"Kita menyadari bahwa
upaya mendorong terwu-
judnya pengelolaan keuan-
gan daerah yang akunta-
bel tidak dapat dilakukan
sendiri oleh pemerintah
daerah . Diperlukan siner-
gi antara BPK RI , DPRD
dan Pemerintah daerah ,"

Supardi juga berharap
sinergi antara DPRD dan
pemerintah daerah dan
BPK dapat terus ditingkat-
kan agar mewujudkan tata
kelola keuangan daerah
yang akuntabel.

bar Supardi. Selasa, (16/1). 
,

Kepala BPK RI Perwak- icJ

ilan Sumbar, Arif Agus
mengatakan penyerahan
Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) oleh BPK kepa-
da Pemerintah Daerah dan
Iembaga terkait merupa-
kan wujud transparansi
dan tanggung jawab BPK
dalam memeriksa penge-
lolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara. Ini juga
bagian dari amanat un-
dang-undang, BPK meny-

, erahkan hasil pemeriksaan
kepada DPRD dan kepala
daerah sesuai kewenan-
gan yang dimiliki.

Dia juga nrenyampai-
kan, terima kasih atas duku-
ngan dan kerjasama sela-


